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LEMBARAN DAERAH KGTA CIREBON

NOMOR 3

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002
periu ditetapkan-dangan Peraturan Daerah
Kota Cirebon sesuai dengan pasal 86
ayat (1) Undang - undang Nomor 22
Tahun 1999.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
1€ Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551 ) ;
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Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569) ;

Undang - undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Refribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685 )
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
( Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonecia
Nomor 3688) ;

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara
Republik indoniesia Nomor 3839 ) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 5) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha_

Keuangan Daeran dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemeriritah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik indonesia Nomor 26
Tahun 2001 ;
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10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

1.

12.

13.

14.

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3693 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Takun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2C00 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ( Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tahun 2000 Nomor
211, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4023) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 115 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;
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15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

16.

17.

18.

19.

Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138 ) |

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 413€) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan  dan
Bentuk Rancangan Undang - undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan  Perhitungan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

[
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1978 tentang Penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1985 tentang Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan
Bangunan ;




21.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubch dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1967 tentang Petlaicsanaan
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-
360 tentang Program Pembinaan Anggaran
Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94
Tahun 1984 tentang Langkah Pertama
Perisinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ;

7Kepulusan Menteri Dalam Negeﬁ Nomor 51
Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelotaan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan

Bangunan ;

Keputusan Meanteri Dalam Negeri Nomor S03-
379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata
Usaha Keuangan Daerah ;

28.

29.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan
Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
148 Tahun 1998 tentang Pedoman
Penyusunan Pokok-pokok Reformasi
Pembangunan Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7
Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat
Peraturan  Daerah dan  Penerbitan |
Lembaran Daerah Kota Cirebon (
Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun
2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 1 ).

|

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

TENTANG PENETAPAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
-CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2002 sejumiah Rp. 187.703.430.884.00

terdid dari :

a. PENDAPATAN
- Pendspatan .............. Rp. 187.703.430.884,00




L . ERCITINNS Rp. 141.075.276.850,80
-  Pembangunan ...Rp. 46.628.154.033,20

Rp. 187.703.430.884,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

M
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Pendapatan ..................... Rp. 11.585.311.000,00
BRI . oo anssi b s Rp. 11.585.311.000,00

Pasal 3

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 Peraturan Daerah ini ;

Pergeseran pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan
sesuai dengan Peraturan yang beriaku, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini ;

Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana
Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :

a. Lampiran il : Pendapatan
b. Lampiran IV : Belanja Rutin
c. Lampiran V . Belanja Pembangunan.

R .
Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan VIl Peraturan
Daerah ini.

Pasal S

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tangga! 10 Januari 2002

WALIKOTA CIREBON,
ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebo

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002
NOMOCR 3



